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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI STTUBONDO,

baliwa Rencana Pembangunan Jangks Menengah Diaesh (RPIMD)
Kabupaten Sitbondo Tahun 2011-2015 sebagaimana tclah diatur dalem
Petaturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010, merupakan dokumen
perencanaan jangke menengah yang barug dijabarken ke dalam rencana
jangka pendek taluman dalam rapgka merealisasiken target kinerja tahun
2012,

bahwa guna maksud sebagnimena mumf a komsideran ind, perluy menyatur
Rencana Kerja Pembangunan Dasrah (RKPD) Kabupaten Simubondo
Tahun 2012 yang pelaksanasnnya ditetapkan denigan Pevaturan Bupaii.

Undang-Undang Nomor 12 Takun 1950 tentang Pembentukan Deerah-
daerah Ksbupaten Dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Nepary Republik Indonesta Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206,
Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemar 3952);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Negara
{Lembaran Megzra Repubiik Indonesia Tatum 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

Undeng—Undang Nomer | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negern
(Lembaran Negam Repubdik Tndonezia Tahun 2004 Nomer (5, Tambahan
[embaran Negars Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perumdang-undangan {Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 53, Tumbahan Lembaran Negam Republik Imdonesia Nomor
4389),
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Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan
dan Tanggung Jawab Keuanpan MNegara (Lembaran Mepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noanor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 444H0);

llndang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangiman Nasionsl ( Lembaran Negars Republik Indonresia Tahun
2004 Nomor |04, Tambshan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomaor 4421},

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daemmh
{Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2004 WNomor [25,
Tambahsn Lembaran WMWegara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomwor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undeng Nomor 32 Tahum 2004
tettang Pemerintahan Daerah {Lambaron Negara RBepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344);

Undang-{Indang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan
Antare Pemerintah Pusat den Pemerintahan Deersh (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambghan
Lembaran Negara Nomor 4724;

Peraturan Pemenntah Nomar 2R Tahum 1972 tentang Porubaban Nama
dan Pemindohan, Tempat Kedudukan Pemerintalan Dracrah Kabupaien
Pananikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [972
MNomor 38);

Peraturan Pemerintah Womor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolean
Keuangan Dracrah (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinasn
dan Pengawasan Fenyelcngparaan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Menteri Daiam BMNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelofaan  Keuangan Dacrah sebagaimana telah diuhah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 2007 tentanp
Perubahan Atas Peraturan Meniteri Dalam Nageri Nomor 13 ‘I'shun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Dacrah;

Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 temizng
pokok-pokok Pongelotaan Kcuanpen Daerah (Lembaran Daersh Tahun
2008 Nomar 13)

Peraturan Bupati Situbonde MNomor 85 Tahun 2010 temang Rencana
Pembangunan fangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo
Tahum 2011 - 2015.

MEMUYTUSKAN :

: FERATURAN BUFPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2012.



BAB 1
KETENTIJAN UMUM
Fakal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksid dengan :

1. Dacrah adatah Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3.  Dewsn Perwakilan Rakynt Daereh yang sclanjuinys disebut DPRD adalgh
Devwan Perwakilan Rakyai Dacrah Kabupaten Sitwbondo,

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelengparaan unisan pemerintahan oleh
pemerintah  doerah dan DPRD meourwl asas ofonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-fnasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

5. Pemerintsh Daerah asdulxh Buopati den peranpkat daerah sebwgai wnsur
penyelenggara pemerintahan deerah,

6. Rencepa Pembangunan Jangka Menengsh Daerah Kabupaten Situbomdo
Tahun 2001-2015, yeng sclanjuinya disebut RPIMD adalah dokumen
perencangan pembangunan daerah umink periode sslama 5 (lima) tshun
terhitung sejak tabun 2011 ssmpai dengan 2015;

7. Rencane Pembangunap Jangks Menengah Satuan Kerja Perangknt Daerah,
yang selanjutnys disebul Rencenm Strutegiz Satuan Keria Perangkat
Dacrah yung disingkst Reostn SKPD adalsh dokomen pesebcancan
Satuan Kerja Perangkat Dacrah untuk periode sslams 5 (lima) tabun
terhitung sejak tabun 2011 sampai dengan 2015;

8. [Rencana Pembangunan Tahunsn Daerdsh yang sclanjuwinya disebn
Rencana Kerja Petabanguoan Desvub yeng disingkat RKPD adalah
dokumen perencansan untok periode selama | (sam) tahum;

9. Rencans Pembangunan Tabmman Satuan Kerja Perangkat Daerah yeng
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satoan Ketja Perangkat Duevah yang
disingkat Renja-RKPD adalah dokumen perencanaan telnman Satuan
Kexia Perangket Dacrsh;

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembmngunan
JmaﬂmMmengahﬂmh{RPJlﬂ)}Kahupat&nSmlbnndupngbmm
progeam-program priofites yang dilekssmakan langsong oleh Pemerintah
Dagrsh  maopun dengan  dukungan pembisyaan dari  Peneriniah,
Pemorintah Provinsi maupun ditempub dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

(2) REPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen
parencanaan pembangunan dacrah kabupaten Situbondo dalam jangka
waktn | (saa) tabun anggaran yekni Tebun 2012

Pasal 3
RKPD Tahun 2012 schagaimana dimaksud pada pasal 2 digumakan sebagai :
a Pedoman bagi Pemerintah Kabupalen dalem menyusan Rencana Anggaran
Pendapmian dan Belanjs Daerah (RAPBD) Tabun Anggmran 2012 yakni

sebage bahan pembabassn Kebijakan Umum Anggaran Perdapaian dan
Belanja Daerah, prioritas dan plafon Anggaran Sementara;



b. Pedoman hagi

Satuan Kerja Perangkat Terah di Lingkungan Pemerincah

Kabupaten dalam menyusun Renja SKPDY scrta scbepai bahan pembahasan

Rencana Kerja Angparan Satuan Kerja Perangkat Daerah (REA-SKPD);

FPasal 4

(1) REKPD tahun 2012 scbagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan
sistematika perryusunan sehagat berikeat :

BARI PENDANLILLAN
BABIl : EVALUASI HASI PELAKSAMAAN RKPFD TAHUN
2010 DAMN CAPAJAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN.
BABIIl RENCANA KIBEANGEKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBITAK AN KEUANGAN DAERAH
BABYVI : PRIORITAS TDAN  SABARAN PEMBANGIINAN
DAERAH
BABYV . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
”~
BABVI : PENUTL?P
(2) Urtaian RKPD Tahun 2012 sebapamana dimaksud pada avet (1) terinci
datam Lampiran dan meropakan bagian vang tak terpisabkan dan
Peraturan Bupati ini.
Pagal 3
Peraturan Bupati imt mulai berlaku pada tangpal diemdangkan.
Agar setinp orang dapat mengetabuinya, memerintahkan pengunxlangan
Peraturan Bupeti ini dengan poncmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.
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berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalom RPIMD Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 -~ 2015.

7. Keberhasllan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad,
semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin darl para pelaku pembangunan, sehingga
mampu uhtuk menjawab dan mengurangl permasalaban yang acda, meningkatkan
aktiitas dan pertumbuhan ekonoml serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sangat disadari babwa Dokumen Rencana Kerla Pembangunan Daerah inl bukan
suatu dokumen yang sempuma, melainkan masin banyak memifki kelemahan, karena
memang belum mampu menampuang selurub aspirasi masyarakat Situbondo yang sedang
barkemhang. Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemzhan namun diyakinl dapat
memberkan landasan berpflak dalam melaksanakan kebijakan dan program
pernbangunan Kabupalen Siubondo.

SUPATE STTUBDNDD,

H. DADANG WIGIARTD, SH
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